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MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar”

(Q.S. Al-Bagarah: 153).

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar

kesanggupannya”

(Q.S. Al-Bagarah: 286).

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al- Insyirah: 5-6).
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Abstract

The research is aimed to determine the effect of service quality, tax
payer’s knowledgeof tax law, tax penalties, and moral development towards
compliance taxpayers. Data were obtained from 100 respondens listed as
taxpayers in KPP Pratama Kebumen. The data is processed using multiple linear
regression analysis models with SPSS. The results of the research have shown
that tax payer’sknowledge of tax law and moral development has no influence on
taxprayer’s compliance. On the other hand, the quality of service and tax
penalties give positive influence on taxpayer’s compliance.

Keyword: compliance taxpayers,service quality, tax payer’s knowledge of tax
laws, tax penalties, and moral development.

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan,
pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat perkembangan moral terhadap
kepatuhan wajib pajak. Data diperoleh dari 100 respondens yang terdaftar sebagai
Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen. Data diolah menggunakan
model analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Dari hasil
penelitian dapat di lihat bahwa pengetahuan perpajakan dan perkembangan moral
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan
kualitas layanan dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, kualitas layanan, sanksi pajak, dan
perkembangan moral.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) pemerintah

mengandalkan dua sumber, yakni sumber internal yang bersumber dari dana yang
berasal dari dalam negeri seperti penjualan migas dan non migas, serta pajak dan
sumber eksternal dana yang bersumber dari luar negri seperti utang luar negri dan
hibah. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber eksternal,
pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber
pembiayaan pembangunan internal, salah satu pembangunan internal adalah
pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan
penerimaan lain seperti penerimaan dari sektor bukan pajak dan hibah yang
dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum,
dan pembangunan nasional. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun
2017 memperlihatkan bahwa total pendapatan negara sebesar Rp. 1.750,300
triliun yang berasal dari hibah sebesar Rp. 1,4 triliun, penerimaan sektor bukan
pajak Rp. 250,0 triliun, dan penerimaan sektor pajak sebesar 1.498,9 triliun
(www.kemenkeu.go.id).

Pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat untuk kas negara yang
sifatnya memaksa tanpa ada imbalan secara langsung, dengan tujuan untuk
kesejahteraan rakyat itu sendiri (Sarunan, 2015). Dominasi pajak sebagai sumber
penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya

alam khususnya minyak bumi tidak bisa lagi di andalkan. Penerimaan dari sumber



daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak
dapat diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini
mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah
penduduk.

Bagi negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang
akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (budgeter) dan sebagai
alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan politik
(regular) (Ginting, Pontoh, & Sabijono, 2006). Penerimaan pajak diharapkan
terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik.
Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak
terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan
peran dari Dirtjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif
dari para wajib pajak itu sendiri (Tiraada, 2013).

Dalam 2 tahun terakhir, 85% pendapatan negara bersumber dari sektor
perpajakan. Pada tahun 2016, pendapatan negara (dalam persen) yang berasal dari
hibah sebesar 0,1%, PNPB sebesar 13,7%, dan sektor perpajakan mencapai
86,2%. Sedangkan pendapatan negara pada tahun 2017 yang berasal dari hibah
sebesar 0,1%, PNPB 14,3%, dan perpajakan 85,6% (kemenkeu.go.id). Oleh
karena itu, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
demi memperlancar pembangunan. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan
negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai
pembangunan. Berarti, dengan pembangunan ini dibiayai masyarakat. Oleh karena

itu, upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting,



karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (private saving) atau berasal dari
pemerintah (public saving) (Waluyo, 2014).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
yaitu adanya penerapan sistem self-assesment dan program reformasi yang
substansial yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan sesuai dengan
ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku (Jayanto, 2011).
Sistem Self Assessment merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus
dibayar. Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan Self Assessment
memberikan peran aktif Wajib Pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak
terutang, menyetorkan sendiri, dan melaporkan SPT sendiri (Murti, Sondakh, &
Sabijono, 2014). Sistem Self Assessment menuntut keaktifan wajib Pajak dalam
membayar kewajiban perpajakannya untuk menyukseskan pembangunan nasional.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih enggan dalam membayar pajak
dengan benar. Wajib pajak akan selalu berusaha untuk mengelak dalam membayar
pajak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jendral Pajak tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dalam
membayar pajak masih rendah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Pusat mencatat,
dari sisi penerimaan pajak pada 2015 hanya mencapai 11% dari angka ideal 15%
(Bernadeta, 2016). Pada 2015 pemerintah memliki target penerimaan Rp 1.761,8

triliun. Dari jumlah itu, penerimaan pajak yang ditargetkan Rp. 1.489,3 triliun.



Namun penerimaan negara yang tercapai adalah Rp. 1.508 triliun atau 85,6% dari
target. Sementara realisasi penerimaan pajaknya adalah Rp. 1.240,4 triliun, atau
83,3% dari target yang ditetapkan, sehingga ada kekurangan penerimaan pajak
Rp. 248.9 triliun (Medistiara, 2016). Selain itu, indikator lainnya adalah tingkat
tax ratio di Indonesia yang masih rendah yaitu 10,3% di bandingkan dengan
negara-negara tetangga, Malaysia di atas 13%, Vietnam dan Singapura yang
sudah mencapai 16% (Kompas, 2017). Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain kualitas layanan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat
perkembangan moral wajib pajak.

Faktor pertama adalah kualitas layanan, pelayanan yang dimaksud adalah
layanan yang di berikan Kantor Pelayanaan Pajak kepada wajib pajak untuk
memberikan bantuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Penelitian yang di lakukan oleh Susmita & Supadmi (2016), Jotopurnomo &
Mangoting (2013), dan Murti, Sondakh, & Sabijono (2014) yang menyatakan
bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi. Dari uraian tersebut, pemberian kualitas pelayanan yang baik akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan dalam hal ini adalah
wajib pajak mengetahui cara pengisian SPT, dapat menghitung sendiri pajaknya,
mampu mengkualifikasikan jenis pajaknya, mengetahui batas waktu pelaporan,

batas pembayaran SPT, dan wajib pajak mengetahui manfaat pajak terhadap



negara, maka pemungutan pajak tidak akan sulit dan penerimaan negara dari
sektor pajak akan terus meningkat. Minimnya pengetahuan wajib pajak
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini di
dukung oleh penelitian Veronica (2015), Widiastuti & Laksito (2014), dan
Siregar, Saryadi, & Listyorini (2007) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi
perpajakan. Menurut KBBI, sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan
sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan
undang-undang. Sedangkan sanksi pajak sendiri adalah tindakan berupa hukuman
yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan umum dan
peraturan undang-undang perpajakan. Sanksi yang di bebankan pada wajib pajak
yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku ada 2, yaitu sanksi administrasi dan
sanksi pidana. Sanksi tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendisiplinkan
masyarakat melaporkan dan membayarkan SPT yang dapat meminimalisir
ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Mahdi and Ardiati (2017), Pranata
& Setiawan (2015), dan Sanjaya (2014) menyatakan bahwa sanksi pajak
memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain ketiga faktor di atas, tingkat perkembangan moral wajib pajak juga
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kohlberg (1984)
menyatakan bahwa moral pada dasarnya dipandang sebagai penyelesaian antara
kepentingan diri dan kelompok, antara hak dan kewajiban. Artinya moral

diartikan dengan penyelesaian anatara kepentingan diri dan kepentingan



lingkungan yang merupakan hasil timbang menimbang antara komponen tersebut.
Kualitas moral bangsa Indonesia makin hari makin turun, dari lingkup yang besar
hingga kecil, imbasnya kemajuan bangsa menjadi terhambat. Bahkan berdasarkan
laporan hasil survey Transparency International Corruption Index tahun 2014,
Indonesia berada di urutan ke-107 dari 174 dimana posisi tersebut tidak
menggambarkan Indonesai sebagai bangsa yang memiliki agama, menjunjung
tinggi moralitas.

Beberapa penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidak konsistenan hasil
penelitian mengenai variabel diatas. Variabel pertama yaitu kualitas layanan.
Kualitas layanan dalam penelitian Susmita & Supadmi (2016) dan Jotopurnomo &
Mangoting (2013) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada
penelitian Andinata (2015) kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Variabel selanjutnya yang tidak memiliki kekonsistenan
yaitu pengetahuan perpajakan. Veronica (2015) dan Widiastuti & Laksito (2014)
menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak. Sedangkan pada penelitian Andinata (2015) pemahaman tentang
pengetahuan perpajakan tidak berbepngaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Variabel selanjutnya yaitu sanksi pajak. Pada penelitian Tirada (2013) dan Pranata
& Setiawan (2015) menyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada Winerungan (2013) menyatakan bahwa
sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Variabel independen yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah

kombinasi dari variabel variabel yang telah diuji oleh Winerungan (2013);



Jotopurnomo & Monogoting (2013); Murti, Sondakh, & Sabijono (2014); dan
Pranata & Setiawan (2015). Sehingga variabel yang menjadi fokus penulis dalam
penelitian ini antara lain: kualitas layanan, sanksi pajak, pengetahuan, dan tingkat
perkembangan moral terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian latar
belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan
penelitian  dengan  judul “PENGARUH KUALITAS LAYANAN,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN TINGKAT
PERKEMBANGAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI.”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang
akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi?
4. Apakah tingkat perkembangan moral berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi?



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak
pada wajib pajak orang pribadi.

2. Menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
pada wajib pajak orang pribadi.

3. Menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib
pajak orang pribadi.

4. Menguji pengaruh tingkat perkembangan moral terhadap kepatuhan wajib

pajak pada wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis
Penelitian ini menganalisis faktor-faktor (kualitas pelayanan, pengetahuan
perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat perkembangan moral) yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehinga dapat
memperluas literature mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Praktis
Penelitian ini dapat member masukan kepada kantor pelayanan pajak

(KPP) dalam memberikan pelayanan. Penelitian ini juga dapat



memberikan gambaran presentase wajib pajak orang pribadi yang

mematuhi pajak dan yang tidak mematuhi pajak.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam peulisan penelitian ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan
yang terdiri dari 5 bab, antara lain:
Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan beberapa hal pokok yang berhubungan dengan
penulisan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab 11 Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu terkait
kepatuhan pajak, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.
Bab I1l Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, metode
pengumpulan data, definisi variabel, dan pengukuran variabel, statistika
deskriptif,kualitas data, uji asumsi Kklasik,koefisien determinasi, pengujian
hipotesa, dan hipotesa operasional.
Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil analisis data yang telah diperoleh dengan
menggunakan sampel penelitian serta pembahasan terkait pembuktian hipotesis

penelitian.



Bab V Kesimpulan dan Saran
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian berdasarkan hasil
pembahasan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran bagi peneliti

selanjutnya terkait dengan kepatuhan pajak.
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BAB I1

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Atribusi

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat
penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian
mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal
orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud dari
uraian tersebut. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-
individu mengamati perilaku sesorang, mereka mencoba untuk menentukan
apakah itu ditimbulkan secara eksternal atau internal (Robbins, 1996). Perilaku
yang disebabkan secara ekternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, dalam
hal ini individu terpaksa berperilaku karena keadaan atau situasi, sedangkan
perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang terjadi di bawah
kendali pribadi individu itu sendiri. Penentuan eksternal atau internal tergantung
pada 3 faktor, yaitu:

1. Kekhususan

2. Konsensus

3. Konsistensi

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain
secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku sesorang dianggap

suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat
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akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal
itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam
merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya
tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsesusnya rendah,
maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika
seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke
waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut
dengan sebab-sebab internal.

Relevansi teori atribusi dalam penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam
menentukan perilaku patuh atau tidak patuh untuk membayar pajak dipengaruhi
oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan perpajakan.
Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak adalah pelayanan perpajakan.

2.1.2 Teori Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang cukup penting dalam menentukan
desain sitem perpajakan. Pengenaan pajak yang adil adalah semakin besar
penghasilan wajib pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

Menurut Teori Keadilan Aristoteles, keadilan dibagi menjadi tiga:
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1. Keadilan Legal
Perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku.
Semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa
pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau
kelompok masyarakat dengan negara. Intinya semua orang diperlakukan sama
oleh negara dan berdasarkan hukum yang berlaku.
2. Keadilan Komutatif
Mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan yang lain atau antara
warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Dengan kata lain,
keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang
terlibat.
3. Keadilan Distributif
Prinsip ini dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang
merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara.

Teori keadilan sangat relevan dengan penelitian ini pada variabel sanksi
pajak terkait dengan keadilan yang diperoleh wajib pajak berupa keadilan

dihadapan hukum, jika melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.3 Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan
oleh individu di dasari karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan
munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007),

yaitu :
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1. Behavioral Beliefs
behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu
perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut

2. Normative Beliefs
normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain
dan memotivasi untuk memenuhi harapan tersebut

3. Control beliefs
control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang
mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan
persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan
menghambat perilakunya tersebut (perceived power)

Theory of Planned behavior sangat relevan dengan penelitian ini pada variabel

moral wajib pajak. Moral wajib pajak berbeda-beda dalam setiap individu, hal ini

dapat di kaitkan dengan behavioral beliefs dan normative belief.

2.1.4 Teori Pembelajaran Sosial
Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui
pengamatan dan pengalaman langsung . Menurut Bandura (1977) dalam Robbins
(1996) proses dalam pembelajaran sosial meliputi:
1. Proses perhatian (attentional)
Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari sesorang atau model,
jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model

tersebut.
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2. Proses penahanan (retention)
Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah
model tidak lagi mudah tersedia.
3. Proses reproduksi motorik
Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi
perbuatan.
4. Proses penguatan (reinforcement)
Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan
rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.
Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak
dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar
pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya,
hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di
wilayahnya (Widiastuti dan Laksito, 2014). Dalam penelitian ini, teori
pembelajaran sosial sangat relevan dengan variabel kualitas pelayanan. Hal
tersebut terjadi karena wajib pajak belajar dari pelayanan pegawai pajak yang

akan mempengaruhi keputusan mereka untuk membayar pajak atau tidak.

2.1.5 Pajak
Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-
Undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

(KUP) bahwa pajak adalah kotribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
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orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (DITJIENPAJAK,

n,d.-b)

Menurut Soemitro dalam (Prabowo, 2004), pajak adalah iuran kepada
negara (yang dapat) dipaksakan terutama oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung

dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintah.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur :

a. luran Rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak adalah negara. luran tersebut berupa uang
(bukan barang)

b. Berdasarkan undang-undang
Dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang- undang serata
aturan pelaksanaanya.

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi
Tanpa jasa timbale balik atau kontraprestasi dari negara yang secara
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan
adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Prabowo, 2004).
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2.1.6 Kepatuhan pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Wijayanti &
Sasongko, 2017). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), patuh adalah
taat pada aturan. Sehingga, kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan
yang telah ditentukan. Kepatuhan dalam perpajakan berarti keadaan dimana wajib
pajak melaksankan kewajibannya, secara disiplin, dan sesuai dengan peraturan

perpajakan dan perundang-undangan yang berlaku.

Fidel (2010) mendefinisikan wajib pajk patuh adalah wajib pajak yang
ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi

Kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
a. Penyampaian Surat Pemberiathuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga)
tahun terakhir
b. Penyampaian surat pemberitahuan masayang terlambat dalam tahun
terakhir untuk masa pajak januari sampai November tidak lebih dari 3
masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dan
c. Surat pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana dimaksud
pada butir b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu
penyampaian surat pemberitahuan masa pajak berikutnya
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau
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menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun
sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang
pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publikatau lembaga pengawasan
keuangan pemerintah dengan pendapat WTP (wajar tanpa pengecualian)
dengan ketentuan tertentu.

Kepatuhan pajak merupakan masalah yang penting, karena jika Wajib Pajak
tidak patuh dalam membayar pajak maka akan menimbulkan keinginan untuk
melakukan tindakan pelalaian, penghindaran, dan penyelundupan dalam
membayar pajak yang dilakukan secara sengaja dan pada akhirnya mengakibatkan

penerimaan pajak akan berkurang.

2.1.7 Kualitas layanan

Kualitas pelayanan berarti bahwa suatu bentuk jasa layanan mengenai
administrasi dalam hal ini perpajakan yang diberikan kepada masyarakat
khusunya wajib pajak secara konsisten dan berkelanjutanserta berada dalam
koridor standar tertentu sehingga dapat terwujudnya pelayanan maksimal pada
wajib pajak. Menjadi penting bagi aparat pajak melalui penyedia layanan pajak
karena meninimbulkan kesan yang mempengaruhi pada keputusan masyarakat
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik kualitas pelayanan
pajak yang diberikan oleh aparat pajak maka wajib pajak akan cenderung patuh

dalam membayar pajak (Masruroh & Zulaikha, 2013)
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2.1.8 Pengetahuan

Pengetahuan sanksi pajak sangatlah penting untuk dimengerti dan dipahami
oleh wajib pajak, karena dengan tiap-tiap wajib pajak mengerti akan pengetahuan

perpajakan maka akan sangat berguna bagi penerimaan pajak (Veronica, 2015).

Menurut Palil, (2010) pengetahuan perpajakan diabagi ke dalam dua aspek,
yaitu pengetahuan yang diperoleh secara langsung, dan pengetahuan yang
diperoleh melalui pendidikan formal. Selain sumber pengetahuan perpajakan,
tingakat pendidikan wajib pajak juga merupakan faktor penting yang
menentukkan pengetahuan umum menegenai perpajakan terutama pengetahuan

yang berkaitan dengan hukun dan aturan perpajakan (Singh, 2003)

Adanya pengetahuan perpajakan, tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib
pajak itu sendiri. Dengan kata lain tingkat penerimaan pada sektor pajakpun akan
meningkat. Pada dasarnya, masyarakat yang berpendidikan paham betul dengan
kegunaan dan manfaat pajak. Ketika mereka dapat mengaplikasikan tata cara
pelaksanaan pembayaran pajak dengan baik maka perekonomian negara pun akan
berjalan dengan baik yang secara tidak langsung manfaat dari pembayaran pajak

itu akan mereka rasakan sendiri.

2.1.9 Sanksi

Dalam undang-undang no 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa ada dua macam

sanksi, yaitu:
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1. Sanksi administrasi yang terdiri dari :

a. Sanksi administrasi berupa denda
Sanksi denda adalah sanksi yang paling banyak ditemukan dalam
undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan
sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu, atau suatu
angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada jumlah pelanggaran, sanksi
denda ini aka ditambah dengan sanksi pidana.

b. Sanksi administrasi berupa bunga
Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggran yang menyebabkan utang
pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan
presentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi
hak/kewajiban sampai dengan saat diteima dibayarkan.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan
Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal
ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus
dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada
dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak
yang tidak kurang dibayar.

2. Sanksi pidana yang terdiri dari:
a. Pidana kurungan
Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan
karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurangan ialah satu

tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurunagan
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biasanya lebih sedikit dan ringan, sehingga di penjara negara, dalam
kasus tertentu diizinkan menjalaninya dirumah sendiri dengan
pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan lebih banyak, pada
dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi
pengganti hukuman denda.

b. Pidana penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan
dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup,
pekerjaan yang dilakukan ole tahanan penjara biasanya lebih banyak
dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara,
kebebasan para tahanan para tahanan amat terbatas, dibagi tas kelas-
kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong
ringan sampai dengan berat, dan tidak dapat menjadi pengganti

hukuman denda.

2.1.10 Tingkat Perkembangan Moral

Moral wajib pajak adalah moral yang berasal dari masing-masing individu

yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya (Ajzen, 2002). Menurut Wenzel

(2005) moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap

perilaku dari wajib pajak. Moral wajib pajak yang kuat akan mampu

meningkatkan tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Moral yang dimiliki

setiap orang berbeda-berbeda, hal ini dapat dipengeruhi faktor internal maupun

faktor ekstrenal wajib pajak.
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“Dalam moral pajak yang diukur bukan individunya, namun lebih kepada

sikap dan pendirian individu. Sikap dan pendirian individu ini lebih menyentuh

pada sisi kesadaran seorang individu dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini

dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak, keyakinan untuk

berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak” (Nere, 2001) dalam

(Muthia, 2012).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO | Penelitian Variabel Kesimpulan
1 Winerungan | Dependen : Sosialisasi perpajakan,
(2013) Kepatuhan WPOP pelayanan fiskus dan sanksi
Independen: perpajakan tidak berpengaruh
1. Sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak
Perpajakan orang pribadi di KPP Pratama
2. Pelayanan Manado dan KPP Pratama
Fiskus Bitung.
3. Sanksi
Perpajakan
2 Tiraada Dependen : Kesadaran perpajakan dan sanksi
(2013) Kepatuhan WPOP pajak berpengaruh signifikan
Independen : terhadap kepatuhan wajib pajak
1. Kesadaran orang pribadi. Sedangkan sikap
Perpajakan fiskus tidak berpengaruh
2. Sanksi Pajak | terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sikap Fiskus
3 Veronica Dependen: Variabel sosialisasi perpajakan
(2015) Kepatuhan Wajib tidak berpengaruh terhadap
Pajak kepatuhan wajib pajak.
Independen: Sedangkan variabel pelayanan
1. Sosialisasi fiskus, pengetahuan pajak,
Perpajakan perepsi pengetahuan korupsi,
2. Pelayanan dan sanksi perpajakan
fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan
3. Pengetahuan | wajib pajak.
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pajak

4. Persepsi
pengetahuan
5. Sanksi
perpajakan
Budiarti dan | Dependen: Persepsi kasus korupsi
Surakartha | Kewajiban berpengaruh negatif pada
(2015) Perpajakan motivasi dalam memenuhi
Independen : kewajiban perpajakan. Gender
1. Persepsi dan norma moral berpengaruh
Kasus pada motivasi dalam memenuhi
Korupsi kewajiban perpajakan
2. Gender

3. Norma Moral

Pranata dan | Dependen: Sanksi perpajakan, kualitas
Setiawan Kepatuhan Wajib layanan, dan kewajiban moral
(2015) pajak berpengaruh positif pada
Independen: kepatuhan wajib pajak dalam
1. Sanksi Pajak | membayar.
2. Kualitas
Pelayanan
3. Kewajiban
Moral
| Putu Adi Dependen: Kulaitas pelayanan, kewajiban
Putra (2014) | Kepatuhan Wajib moral, dan sanksi perpajakan
Pajak berpengaruh positif terhadap
Independen: kepatuhan wajib pajak dalam
1. Kualitas membayar pajak.
pelayanan
2. Kewajiban
moral
3. Sanksi
perpajakan
Widiastuti Dependen: Sikap berperilaku,norma
dan Laksito | Kepatuhan Pajak subjektif, kontrol keperilakuan,
(2014) Independen: kesadaran, pengetahuan dan
1. Sikap pelayanan berpengaruh terhadap
Berperilaku | kepatuhan wajib pajak.
2. Norma
Subjektif
3. Kontrol
Keperilakuan
4. Kesadaran
5. Pengetahuan

23




6. Pelayanan

8 Murti, Dependen: Pelayanan fiskus dan
Sondakh, Kepatuhan WPOP pengetahuan perpajakan
dan Independen: berpengaruh positif terhadap
Sabijono 1. Pelayanan kepatuhan wajib pajak orang
(2014) Fiskus pribadi di Kota Manado
2. Pengetahuan
Perpajakan
9 Susmita dan | Dependen: Kualitas pelayanan, sanksi
Supadmi Kepatuhan WPOP perpajakan, dan penerapan e-
(2016) Independen: filling berpengaruh positif
1. Kulaitas terhadap kepatuhan WPOP di
Pelayanan KPP Pratama Denpasar Timur.
2. Sanksi Sedangkan biaya kepatuhan
Perpajakan pajak berpengaruh negatif
3. Biaya terhadap kepatuhan WPOP di
Kepatuhan KPP Pratama Denpasar Timur.
Pajak
4. Penerapan e-
filling
10 | Wulandari., | Dependen: Kesadaran, pengetahuan,
Kartika Kepatuhan WPOP pelayanan fiskus kepercayaan
Hendra Ts, | Independen: wajib pajak dan kesadaran
& 1. Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan
Chomsatu, 2. Pengetahuan | WPOP di KPP Pratama
(2016) perpajakan Surakarta
3. Pelayanan
fiskus
4. Kepercayaan
Wajib pajak
5. Kesadaran
11 | Siregar, Dependen: Pada variabel pelayanan fiskus
Saryadi, dan | Kepatuhan Wajib dan pengetahuan perpajakan
Listyorini Pajak berpengaruh posifif terhadap
(2007) Independen: Kepatuhan Wajib Pajak.
1. Pelayanan
Fiskus
2. Pengetahuan
Perpajakan
12 | Nugroho, Dependen: Kesadaran dan pengetahuan
Andini, dan | Kepatuhan wajib pajak berpengaruh
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Raharjo Perpajakan terhadap kepatuhan membayar
(2016) Independen: PPh orang pribadi di KPP

1. Kesadaran Pratama Semarang Candi.

2. Pengetahuan

perpajakan
13 | Mahdidan | Dependen: Kesadaran dan sanksi perpajakan

Ardiati Kepatuhan WPOP berpengaruh terhadap Kepatuhan
(2017) Independen: WPOP di KPP Pratama Banda

1. Kesadaran Aceh.

2. Sanksi Pajak

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi
Kualitas layanan adalah pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak kepada

wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kualitas
pelayanan diharapkan akan tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Kualitas atau mutu
memiliki makna tersendiri, sebagaimana Boediono (2003) menyatakan bahwa
“Mutu adalah suatu kondisi dinamias yang berhubungan dengan produk, jasa
manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak
yang menginginkannya”. Sedangkan menurut Kolter dan Keller (2009) “kepuasan
merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena
memandingkan kinerja yang di persepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi

mereka”.

Keberhasilan kinerja sutau perusaaan sesuai dengan ekspektasi, dapat
mengakibatkan Wajib Pajak akan puas atau senang. Penilaian wajib pajak atas

kinerja pelayanan fiskus tergantung pada banyak faktor, terutama hubungan
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loyalitas yang dimiliki wajib pajak dengan petugas fiskus. Penelitian yang
dilakukan Widiastuti dan Laksito (2014) dan Veronica (2015) membuktikkan
bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat

dirumuskan adalah :

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi

2.3.2 Pengaruh pengetahuan wajib terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi

Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal yang penting dan
dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya pengetahuan
wajib pajak mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap
pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran dalam membayar pajak.
Semakin luas pemahaman serta pengetahuan seorang wajib pajak maka akan
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi sangat relevan dengan
pengetahuan wajib pajak. Hal tersebut karena pengetahuan perpajakan merupakan
penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam

membayar pajaknya.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penilitian Murti, Sondakh, &
Sabijono (2014) dan Wulandari, Kartika Hendra Ts, & Chomsatu (2016) yang

menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan
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wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat

dirumuskan adalah:

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi

2.3.3 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi

Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah atau
meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan
undang-undang perpajakan yang berlaku. Sehingga, dibutuhkan adanya sanksi
perpajakan demi menegakkan hukum guna mencapai kepatuhan wajib pajak orang
pribadi. Sanksi pajak sesuai dengan teori keadilan yaitu sanksi pajak berguna
untuk mengontrol dan mendorong agar wajib pajak mematuhi peraturan
perpajakan yang berlaku. Adanya sanksi maka setiap wajib pajak yang melanggar

peraturan perundanng-undangan perpajakan maka akan mendapatkan hukuman.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penilitian Putu Aditya Pranata & Putu
Eri Setiawan (2015) dan Sanjaya (2014) yang menunjukkan bahwa sanksi
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi
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2.3.4 Pengaruh perkembangan moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi

Moral yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, hal ini dapat dipengaruhi oleh
faktor internal maupun eksternal seseorang. Faktor internal biasanya muncul dari
dalam diri wajib pajak adapun faktor eksternal yaitu adanya keinginan untuk
memenuhi harapan orang lain terhadap diri wajib pajak. Moral wajib pajak sangat
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin baik moral wajib pajak
semakin patuh juga wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal
ini berhubungan dengan theory of planned behavior pada behavioural beliefs
behavioural beliefs adalah perilaku ketertarikan pada hasil yang diharapkan. Jika
seseorang wajib pajak memiliki moral yang tinggi, maka wajib pajak akan
berpikir positif dan melakukan suatu hal yang dinilai baik dan perlu dilakukan.
Kemudian akan menghindari perbuatan yang tidak pantas dilakukan, wajib pajak
yang memliki moral yang tinggi akan memahami pentingnya pajak bagi

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Kolhberg (1984) menyatakan bahwa moral pada dasarnya dipanadang sebgai
penyelesaian antara kepentingan diri dan kelompok, anatara hak dan kewajiban.
Artinya moral didefinisikan dengan penyelesaian antara kepentingan diri dan
kepentingan lingkungan yang merupakan hasil timbang menimbang antara
komponen tersebut. Terdapat enam tahapan pekembangan moral yang
dikemukakan oleh Kohlberg vyaiyu, Tahap 1 Pertimbangan Moral
Prakonvensional, dalam tingkat pertama ini terdapat dua tahap pertimbangan

moral pertama. Kedua tahap yang ada dalam tingkat pertama ini memiliki ciri
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yang sama, bahwa keputusan tentang kebenaran atau kesalahan moral mengacu
atau bersumber pada peristiwa dan objek yang bersifat fisik dan ekternal. Tahap
pertama Orientasi Kepatuhan dan Hukuman. Pada tahap ini dasar pertimbangan
moral semata-mata didominasi oleh ketaatan atau hukuman oleh figure yang
memeliki otoritas kekuasaan. Dengan demikian pertimbangan apakah sesuatu
dikatakan benar atau salah didasarkan pada apakah hal tersebut akan
mengakibatkan hukuman atau tidak. Menurut perspektif ini seseorang harus patuh
pada otoritas karena kekuasaannya, sebab dapat memberikan hukuman. Suatu
tindakan akhirnya dikatakan tidak bermoral bila terkait dengan sanksi fisik dari
pihak lain. Tahap kedua relativis-instrumental, pertimbangan moral pada tahap ini
didasarkan pada persepsi apakah sesuatu memiliki nilai pemenuhan kebutuhan

atau tidak, baik bagi diri sendiri maupun orang yang sangat dekat.

Tingkat kedua pertimbangan moral konvensional. Pada tingkat pertimbangan
moral kedua ini, individu menggunakan pertimbangan harapan atau tuntunan
pihak lain, yaitu masyarakat sebagai refensi. Suatu tindakan dikatakan benar
apabila sesuai dengan peran apa yang seharusnya dilakukannya, menurut pihak

lain atau masyarakat.

Tahap ketiga orientasi kesepakatan antara pribadi atau orientasi “anak
manis ”.Istilah lain yang digunakan untuk menunjuk tahap ini adalah konformitas
interpersonal. Orientasi utama moralitas anak pada tahap ini adalah terlihat
sebagai anak yang baik atau anak yang manis oleh orang lain. Anak melihat
bahwa masyarakat menentukan peran tertentu yang harus dilakukan anggotanya

secara umum. Apabila bertindak sesuai dengan peran tersebut maka akan
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diperoleh penerimaan dari orang lain, dan mendapatkan cap sebagai anak baik.
Dengan demikian tindakan yang bersifat membantu atau menyenangkan orang
lain, atau sesuai dengan peran yang diharapkan oleh masyarakat dan diikuti
penerimaan dari orang lain dinilai sebagai bermoral. Tahap keempat orientasi
hokum dan ketertiban, pada tahap ini mulai berkembang pandangan yang lebih
formal terhadap peraturan dan institusi kemasyarakatan. Berbagai keputusan dan
pilihan moral tidak lagi berdasarkan alasan agar mendapat pengakuan atau
penerimaan dari orang lain dan masyarakat, aturan, dan institusi yang ada dalam
masyarakat itu sendiri yang menjadi alasan utama. Tindakan yang bermoral
adalah yang menjaga keberadaan aturan kemsyarakatan dan mendukung institusi

ketertiban sosial.

Tingkat ketiga pertimbangan moral postkonvensional, pada tingkat
perkembangan pertimbangan moral terakhir ini, penilaian moral dibuat
berdasarkan pandangan bahwa terdapat elemen subjektivitas dalam aturan sosial.
Berbagai aturan dan institusi dalam masyarakat bersifat relative, tidak absolute.
Dengan demikian aturan yang lain juga sangat mungkin untuk dibuat. Tahap
keliama orientasi kontraktual legalistik (kontrak sosial), pada tahap ini, individu
menyadari bahwa terdapat resiprositas dan kontak imprisit anatar diri individu
dengan masyarakat. Seseorang harus mengikuti aturan yang ada dalam
masyarakat dan melaksanakan kewajibannya, dengan alasan masyarakat juga akan
melakukan hal yang sama kepada individu. Sebenarnya, hak untuk kemaslahatan
individu menjadi hal terepenting, namun karena terdapat individu lain dalam

masyarakat, maka harus ada pembatasan pada beberapa hak individu yang dapat
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mengurangi atau merugikan hak individu lain. Dengan demikian institusi
masyarakat tidak lagi dilihat sebagai tujuan akhir, tapi sebagai salah satu pihak
dalam hubungan kontak tersebut. Tahap keenam orientasi nurani atau prinsip
(prinsip etika universal), tahap ini ditandai dengan adanya penghargaan yang
lebih formal terhadap subjektivitas aturan-aturan kemasyarakatan.pada tahap ini
individu tidak hanya melihat bahwa kontrak implicit antara individu dan
masyarkat merupakan fenomena subjektif yang bersifat arbiter, namun juga dinilai
bahwa interpretasi setiap orang terhadap makna dan batasan kontrak tersebut juga
bersifat subjektif. Oleh karena itu, penilaian moral hendaknya didasarkan pada
nurani yang terdiri dari prinsip-prinsip personal.disamping diperlukan peraturan
sebagai sebuah parameter, seorang harus menggunakan nurani sebagai sumber

penilaian moral.

Dari keenam tahapan perkembangan moral tersebut yang termasuk dalam
kepatuhan pajak adalah tahapan yang keempat yaitu orientasi hokum dan
ketertiban.hubungandengan kepatuhan pajak, wajibpajak tertib dalam administrasi
yang menyangkut kepentingan bersama dalam hal ini yaitu menyadari pentingnya

membayar pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada penelitian olen Pranata & Setiawan (2015) dan Sanjaya (2014)
yangmenunjukkan bahwa Moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan pajak. Penilitian yang dilakukan Arifin (2012) menunjukkan bahwa
tingkat perkembangan moral berpengaruh terhadap perilaku individu untuk patuh.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
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H4  : Perkembangan moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Independen Dependen

Kualitas Layanan

Pengetahuan Perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Pajak

Perkembangan Moral
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti. Populasi penelitian ini
adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Teknik pengambilan
sampel penelitian ini menggunakan pengambilan sampel secara convience
sampling, artinya pengambilan sampel dengan memilih sample sekehendak
perisetnya.

Menurut Hair et al (1998), minimal jumlah sample apabila menggunakan
analisis regresi berganda adalah 15-20 kali jumlah variabel yang diteliti. Dalam
penelitian ini terdapat 5 variabel sehingga menurut teori tersebut sampel yang
digunakan 5 x 20 = 100. Dengan demikian, sampel yang harus diteliti sebanyak

100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer

dan sekunder. Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berupa:
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1. Data Primer
Penelitian ini menggunakan sumber data primer untuk memperoleh data
kuantitatif. Peneliti mengumpulkan data primer dengan cara menyebarkan
kuisioner kepada responden yaitu wajib pajak yang tedaftar di KPP
Pratama Kebumen. Terdapat empat alternatif jawaban yang tersedia akan

diberi bobot nilai sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skor Jawaban Respnden
No Jawaban Responden Skor
1 Sangat Setuju (SS) 4
2 Setuju (S) 3
3 | Tidak Setuju (TS) 2
4 Sangat Tidak Setuju (STS) 1

2. Data Sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian yaitu dengan mengumpulkan data
dari sumber lain berupa bahan bacaan atau kepustakaan. Sumber data
sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, baik
dengan membaca maupun mengutip dari literature yang berhubungan

dengan penelitian.
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3.3 Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel

Terdapat 2 variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel
dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan variabel independen dalam
penelitian ini yaitu ; kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak,

dan moral.

3.3.1 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan menurut KBBI (2008: 1201) kepatuhan ialah tunduk dan patuh
kepada suatu aturan. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai undang- undang dan dengan
peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Tiraada (2013) dalam (Sumirat,
2017) kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang
dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi
pembangunan negara. Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu membayar pajak

b. Ketepatan menyampaikan SPT

c. Benar dalam pengisian SPT

Pengukuran variabel kepatuhan pajak menggunakan instrumen peneilitian
Purnamasari (2016) dengan 9 item pertanyaan menggunakan skala interval 1-4.
Dalam penelitian Purnamasari (2016) objek yang diteliti adalah wajib pajak dalam

membayar PBB. Penulis mengganti pertanyaan PBB dengan pajak orang pribadi.
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3.3.2 Kualitas Layanan
Kualitas layanan adalah seluruh pelayanan yang diberikan aparat pajak untuk
memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak di kantor pelayanan pajak dan
dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan perapajakan yang berlaku.
Variabel ini diukur menggunakan instrument yang dikembangkan Arum (2012)
dengan jumlah 4 pertanyaan dengan 4 poin penilaian. Indikator penelitian tersebut
antara lain:
1. Pegawai pajak memberikan pelayanan professional
2. Pegawai pajak memberikan informasi yang dibutuhkan wajib pajak orang
pribadi
3. Pegawai pajak menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah
dimengerti

4. Sarana dan prasaran kantor pajak sudah memadai.

3.3.3 Pengetahuan
Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap
dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Julianti,2014).
Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:
1. Pemahaman wajib pajak tentang kepemilikan dan kegunaan NPWP
2. Pemahaman akan hak, kewajiban dan sanksi administrasi denda

perpajakan.
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Pengukuran variabel ini menggunakan kuisioner penelitian dari Hardiningsih dan

Yulianti (2011) dengan 7 item pertanyaan menggunakan skala interval 1-4.

3.3.4 Sanksi Pajak

Sanksi ialah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi
pajak dapat berupa sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan sanksi
pidana. Konsep tersebut dikembangkan oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006).
Pengukuran variabel sanksi pajak menggunakan instrumen dari Purnamasari

(2016) dengan 6 item pertanyaan menggunakan skala interval 1-4.

3.3.5 Perkembangan Moral

Moral berarti adat kebiasaan. Sedangkan secara terminology moral berarti
suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai,
kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar,
salah, baik, buruk (Sholihin,2005). Peneilitian ini menggunakan pernyataan
kuisioner yang dikembangkan oleh Rest dkk (1999) dengan 9 item pertanyaan

menggunakan skala interval 1-4.

3.4 Statistika Deskriptif

Statistika Deskriptif ini digunakan untuk memberikan deskriptif suatu data yang

dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi.
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3.5 Kualitas Data

Uji kualitas data di ukur dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.5.1 Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisioner yang
digunakan dalam penelitian, suatu kuisioner dikatakan vlid jika pertanyaan pada
kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner
tersebut.
3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan
benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat digunakan dengan
aman karena instruemn yang riliabel akan akurat, dapat bekerja dengan baik pada
waktu yang berbedabeda dan dalam kondisi yang berbeda-beda pula. Uji
reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran
mengukur dengan stabil atau konsisten (Ghozali, 2007). Pada uji reliabilitas ini
variabel dapat dikatakan reliabel karena nilai semua variabel menunjukkan

cronbach alpha >0,6.

3.6 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan apabila penelitian menggunakan metode regresi
berganda. Asumsi tersebut adalah normalitas dan tidak terjadi multikolinearitas,

heterokesdastisitas.
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3.6.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2007), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal.
Untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal maka dalam penelitian ini

digunakan uji statistik kolmogorov smirnov.

3.6.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2007), multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi
variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. Untuk menguji adanya
multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan lawannya. Suatu
model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas jika Varians Inflantions

Factor (VIF) < 10 atau sama dengan tolerance > 0,1.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas Menurut Ghozali (2007), dilakukan untuk menguiji
apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual
atas sesuatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi
heteroskedastisitas dapat menguji Glester. Apabila Sig>0,05 maka tidak terdapat

gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas

3.7 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinan (Adjusted R Square) untuk melihat seberapa besar

pengaruh variabel independen dalam menerangkan secara keseluruhan terhadap
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variabel dependen serta pengaruhnya yang dapat diketahui besarnya nilai Adjusted
R Square. Jika R Square besar (mendekati nol), maka besarnya sumbangan
variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. Jadi besarnya Adjusted R
Square berada diantara O — 1. Nilai Adjusted R square dapat naik atau turun ketika

satu variabel independen ditambah ke dalam model.

3.8 Pengujian Hipotesa
3.8.1Ujit

Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas
terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan.
Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi yang menggunakan program SPSS
Statistic 21 dengan membandingkan tingkat signifikannya variabel independen
dengan taraf sig alpha = 0,05. Apabila tingkat signifikansinya lebih kecil dari
alpha = 0,05, maka hipotesisnya diterima yang artinya variabel independen
tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya bila
tingkat signifikansinya lebih besar daripada alpha = 0,05, maka hipotesisnya
ditolak yang artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependennya.

3.8.2 Analisis Regresi Berganda
Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan regresi

berganda. Teknik analisis regresi berganda merupakan teknik uji yang digunakan
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untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Y =a+Db1X1+ b2X2+h3X3+hbdX4 +e

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi
a = Konstanta

bl-b4 = Koefisien regresi

X1 = Variabel Kualitas pelayanan

X2 = Variabel pengetahuan perpajakan

X3 = Variabel sanksi pajak

X4 = Variabel tingkat perkembangan moral
E = error

3.9 Hipotesa Operasional

3.9.1 Kualitas Pelayanan
Hol; B: < 0: Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi.
Hal; 81 > 0: Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi.

3.9.2 Pengetahuan
Ho2; 32 < 0: Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi.
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Ha2; 32 > 0: Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi.

3.9.3 Sanksi
Ho3; Rz < 0: Sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi.
Ha3; Rs > 0: Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi.

3.9.4 Tingkat Perkembangan Moral
Hod4; R4 < 0: Tingkat perkembangan moral tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Ha4; 34 > 0: Tingkat perkembangan moral berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi.
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BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

Penyajian analisis dibagi menjadi tujuh bagian. Pertama, hasil pengumpulan
data yang menjelaskan jumlah data yang siap dianalisis. Kedua, karakteristik
responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan penghasilan
per bulan. Ketiga, analisis deskriptif variabel penelitian yang menunjukkan nilai
minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian.
Keempat, hasil uji kualitas data yang menjelaskan mengenai hasil uji validitas dan
uji reliabilitas. Kelima, hasil pengujian asumsi Klasik yang terdiri dari uji
normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Keenam hasil
koefisien determinasi. Dan yang ketujuh hasil pengujian hipotesa yang
menjelaskan mengenai hasil pengolahan data yang akan menentukan bahwa

hipotesis tersebut didukung atau tidak.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data seperti yang telah dijelaskan dalam bab tiga yaitu
dengan menggunakan kuisioner. Subjek responden yaitu wajib pajak orang
pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Berikut hasil penyebaran

kuisioner:
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Tabel 4.1

Hasil Pengumpulan Data

Keterangan Jumlah Presentase
Kuisioner yang disebar 100 100%
Kuisioner tidak kembali 0 0%
Kuisiner tidak lengkap 0 0%
Sampel penelitian 100 100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2018
Berdasarkan Tabel 4.1, dapat disimpulkan kuisioner yang disebar sebanyak 100.

Tidak ada kuisioner yang tidak kembali dan tidak lengkap, artinya seluruh

kuisioner layak untuk dianalisis, yaitudengan tingkat usable response rate 100%.

4.2 Deskripsi Responden

4.2.1 Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Jumlah Presentase
Pria 62 62%
Wanita 38 38%
Jumlah 100 100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan data yang dianalisis, dapat diketahui bahwa sebanyak 100 responden
dalam penelitian berjenis kelamin pria sebanyak 62 orang (62%) dan yang

berjenis kelamin wanita 38 orang (38%).
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4.2.2 Usia

Tabel 4.3
Klasifikasi Responden berdasarkan Usia
Usia Jumlah Presentase

<25 th 6 6%
24-35th 18 18%
36-45 th 39 39%
46-55 th 28 28%
>55 th 9 9%
Jumlah 100 100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Dari tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa responden terbanyak pada
penelitian ini berusia 36-45 tahun yaitu sebanyak 39 orang (39%) kemudian 46-55
tahun sebanyak 28 orang (28%), 24-35 tahun sebanyak 18 orang (18%), lebih dari

55 tahun sebanyak 9 orang (9%), dan kurang dari 25 tahun sebanyak 6 orang

(6%).

4.2.3 Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4 Klasifikasi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Jumlah Presentase
SMA 29 29%
D3 15 15%
S1 45 45%
S2 9 9%
S3 2 2%
Jumlah 100 100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2018
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden dengan pendidikan
terakhir S1 sebanyak 45 orang (45%) dan yang paling sedikit adalah S3 yaitu
sebanyak 2 orang (2%). Dapat dilihat juga wajib pajak dengan tingkat pendidikan
SMA sebanyak 29 orang (29%), D3 sebanyak 15 orang (15%), dan S2 sebanyak 9

orang (9%).

4.2.4 Penghasilan/bulan

Tabel 4.5
Klasifikasi Responden berdasarkan Penghasilan per Bulan
Penghasilan / bulan Jumlah Presentase
<2jt 7 7%

2,1-4jt 49 49%
41-6jt 31 31%

6,1 — 8jt 13 13%

jumlah 100 100%

(Sumber: Hasil Penelitian, 2018)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 100 responden dengan

penghasilan/bulan < 2jt sebanyak 7 orang (7%). Penghasilan per bulan 2,1 — 4 juta
sebanyak 49 orang (49%), penghasilan per bulan 4,1 — 6 juta sebanyak 31 orang

(31%), dan penghasilan 6,1-8 juta sebanyak 13 orang (13%).

4.3 Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaaan variable-
variabel penelitian secara statistik. Penelitian ini menggunakan nilai maksimum,

nilai minimum, rata-rata dan standar deviasi untuk menggambarkan analisis
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deskriptif setiap variable. Analisis deskriptif ini menggunakan aplikasi SPSS

Statistic 21.
Tabel 4.6
Statistic Deskriptif

N Minimum [ Maximum Mean Std. Deviation
Kualitas Layanan 100 1.40 4.00 3.1060 44627
Pengetahuan Perpajakan 100 1.43 4.00 3.0586 37720
Sanksi Pajak 100 2.25 4.00 3.3350 40704
Perkembangan Moral 100 1.33 3.11 2.0633 .35181
Kepatuhan Wajib Pajak 100 1.78 4.00 3.3322 42332
Valid N (listwise) 100

(Sumber: data diolah 2018)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel

1. Kualitas layanan memiliki nilai minimum sebesar 1,40 dan niilai maksimum
sebesar 4,00 yang berarti bahwa penilaian terendah atas kualitas layanan
sebesar 1,40 dan tertinggi sebesar 4,00. Nilai rata-rata sebesar 3,1060 yang
berarti dari semua responden yang memberikan jawaban atas kualitas layanan,
rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,1060. Standar deviasi
sebesar 0,44627 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variable
kualitas layanan adalah sebesar 0,44627 dari 100 responden.

2. Pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 1,43 dan niilai
maksimum sebesar 4,00 yang berarti bahwa penilaian terendah atas
pengetahuan perpajakan sebesar 1,43 dan tertinggi sebesar 4,00. Nilai rata-rata
sebesar 3,0586 yang berarti dari semua responden yang memberikan jawaban
atas pengetahuan perpajakan, rata-rata responden memberikan penilaian

sebesar 3,0586. Standar deviasi sebesar 0,37720 memiliki arti bahwa ukuran
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penyebaran data dari variable pengetahuan perpajakan adalah sebesar 0,37720
dari 100 responden.

. Sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 2,25 dan niilai maksimum
sebesar 4,00 yang berarti bahwa penilaian terendah atas sanksi pajak sebesar
2,25 dan tertinggi sebesar 4,00. Nilai rata-rata sebesar 3,3350 yang berarti dari
semua responden yang memberikan jawaban atas sanksi pajak, rata-rata
responden memberikan penilaian sebesar 3,3350. Standar deviasi sebesar
0,40704 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variable sanksi
pajakadalah sebesar 0,40704 dari 100 responden.

. Perkembangan moral memiliki nilai minimum sebesar 1,33 dan niilai
maksimum sebesar 3,11 yang berarti bahwa penilaian terendah atas sanksi
pajak sebesar 1,33 dan tertinggi sebesar 3,11. Nilai rata-rata sebesar 2,0633
yang berarti dari semua responden yang memberikan jawaban atas
perkembangan moral, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar
2,0633. Standar deviasi sebesar 0,35181 memiliki arti bahwa ukuran
penyebaran data dari variable perkembangan moral adalah sebesar 0,35181
dari 100 responden.

Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 1,78 dan niilai
maksimum sebesar 4,00 yang berarti bahwa penilaian terendah atas kepatuhan
wajib pajak sebesar 1,78 dan tertinggi sebesar 4,00. Nilai rata-rata sebesar
3,3322 yang berarti dari semua responden yang memberikan jawaban atas
kepatuhan wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar

3,3322. Standar deviasi sebesar 0,42332 memiliki arti bahwa ukuran
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penyebaran data dari variable kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,42332

dari 100 responden.

4.4 Hasil Pengujian Kualitas Data

4.4.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner

yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui suatu kuesioner dapat

dikatakan valid maka nilai r hitung > r tabel. Dalam penelitian ini, jumlah data

yang dapat digunakan sebanyak 100 kuesioner, dengan tingkat kepercayaan

95% (0=5%), maka nilai r tabel dari 100 adalah 0,195. uji validitas ini

menggunakan aplikasi SPSS Statistic21. Berikut adalah hasil uji validitas :

Tabel 4.7
Uji Validitas
Corrected
Variabel Item Item-Total | r-tabel Keterangan

Correlation
X1.1 0.834 0,195 Valid
X1.2 0.848 0,195 Valid
kualityas layanan (X1) X1.3 0.851 0,195 Valid
X1.4 0.757 0,195 Valid
X1.5 0.807 0,195 Valid
X2.1 0.483 0,195 Valid
X2.2 0.640 0,195 Valid
X2.3 0.662 0,195 Valid
pengetahua)r(wzperpajakan 2.4 0.720 0.195 Valid
() X2.5 0.757 0,195 Valid
X2.6 0.776 0,195 Valid
X2.7 0.678 0,195 Valid
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X3.1 0.837 0,195 Valid

sanksi pajak X3.2 0.811 0,195 Valid
(X3) X3.3 0.847 0,195 Valid
X34 0.798 0,195 Valid

X4.1 0.612 0,195 Valid

X4.2 0.408 0,195 Valid

perkembangan moral X4.3 0.607 0.195 Valid
(x4) X4.4 0.343 0,195 Valid
X4.5 0.392 0,195 Valid

X4.6 0.699 0,195 Valid

X4.7 0.739 0,195 Valid

X4.8 0.617 0,195 Valid

X4.9 0.729 0,195 Valid

kepatuhan wajib pajak () Y1 0.766 0,195 Valid
Y2 0.737 0,195 Valid

Y3 0.826 0,195 Valid

Y4 0.708 0,195 Valid

Y5 0.665 0,195 Valid

Y6 0.761 0,195 Valid

Y7 0.810 0,195 Valid

Y8 0.737 0,195 Valid

Y9 0.796 0,195 Valid

(Sumber: data diolah 2018)

Dengan melihat tabel 4.2, dapat diketahui besarnya koefisien korelasi dari
seluruh butir pertanyaan variabel-variabelpenelitian. Berdasarkan hasil
perhitungan koefisien korelasi seluruh butir pertanyaan memiliki signifikansi
pearson correlation lebih besar dari r tabel, dimana r tabel sebesar 0,195
(rhitung > rtabel). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir

pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.
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4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat
pengukur dapat diandalkan. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas
dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan kepada
responden memenuhi syarat reliable. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable
jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 atau 60%. Uji reliabilitas ini

menggunakan aplikasiSPSS Statistic 21. Berikut adalah hasil uji reliabilitas :

Tabel 4.8
Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach's Alpha Keterangan
kualityas layanan (X1) 0,878 Reliabel
pengetahuan perpajakan(X2) 0,798 Reliabel
sanksi pajak(X3) 0,841 Reliabel
perkembangan moral(X4) 0,715 Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (YY) 0,901 Reliabel

(Sumber: data diolah 2018)
Berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam
penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena koefisien Cronbach alpha lebih
besar dari 0,6. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan

dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

4.5 Uji Asumsi Klasik
4.5.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau
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tidak. Model analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau
mendekati normal. Distribusi data normal, apabila nilai probability > 0,05.
Dalam penelitian ini, uji normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 21.
Berikut adalah hasil dari uji normalitas :

Tabel 4.9
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 100
Normal Parameters®? Mean 10000000
Std. Deviation 34271687

Absolute 101

Most Extreme Differences Positive 101
Negative -.058

Kolmogorov-Smirnov Z 1.011
Asymp. Sig. (2-tailed) .259

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

(Sumber: data diolah 2018)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa
model regresi ini terdistribusi normal, karena nilai probabilitasyang dihasilkan
yaitu 0,259 lebih besar dari 0,05. Maka model regresi ini layak untuk digunakan

analisis selanjutnya.

4.5.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji
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multikolinearitas digunakan Variance Inflation Factor (VIF). Data penelitian
dinyatakan bebas multikolinieritas apabila VIF <10. Uji multikolinieritas
variabel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 21.

Tabel 4.10

Uji Multikolineritas

Coefficients?

Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
(Constant)
Kualitas Layanan .835 1.197
1 Pengetahuan Perpajakan .894 1.118
Sanksi Pajak .865 1.155
Perkembangan Moral .987 1.013

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
(Sumber: data diolah 2018)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.10, dapat dlihat bahwa
tolerance dan VIF pada berada pada > 0,10 dan < 10. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah
multikolinearitas yang artinya tidak ada korelasi diantara variabelvariabel bebas
sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena nilai tolerance
berada di bawah 1 dan nilai VIF jauh dibawah angka 10.

4.5.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model
regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke
pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain

berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut.
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Metode yang dilakukan dengan menggunakan uji gletser, uji gletser adalah

meregresikan antara variabel bebas dengan variabel residual absolute, dimana

apabila nilai p > 0,05 maka variabel

bersangkutan dinyatakan bebas

heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas variabel penelitian ini menggunakan

aplikasi SPSS Statistic 21.

Tabel 4.11
Uji Heterokedastisitas

Coefficients?

Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 199 242 .823 413
Kualitas Layanan -.063 .049 -.140 -1.279 .204
1 Pengetahuan Perpajakan .047 .056 .089 .842 402
Sanksi Pajak .081 .053 .163 1.519 132
Perkembangan Moral -.069 .058 -.120 -1.194 .235

a. Dependent Variable: ABS_RES

(Sumber: data diolah 2018)

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.6, diperoleh hasil

signifikasi pada setiap variabel lebih besar dari 0,05 sehingga artinya tidak

terjadi heterokedastisitas karena tingkat signifikasi lebih dari 0,05.

4.6 Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh

variabel independen dalam menerangkan secara keseluruhan terhadap variabel

dependen serta pengaruhnya yang dapat diketahui besarnya nilai Adjusted R

square. Jika R square besar (mendekati nol), maka besarnya sumbangan variabel

bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. Jadi besarnya Adjusted R Square
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berada diantara O — 1. Nilai Adjusted R square dapat naik atau turun ketika satu
variabel independen ditambah ke dalam model. Dari hasil analisis data diperoleh
hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12

Uji Determinasi

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Std. Error of the
Square Estimate
1 .5872 .345 .317 .34986

a. Predictors: (Constant), Perkembangan Moral , Sanksi Pajak,

Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Layanan

(Sumber: data diolah 2018)

Berdasarkan Tabel diatas, diperoleh hasil bahwa nilai adjusted R Square
sebesar 0,317. Hal ini berarti kualitas layanan,pengetahuan perpajakan, sanksi
pajak dan perkembangan moral mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak
sebesar 31,7%, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel independen.

Sedangkan sisanya 68,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.7 Hasil Pengujian Hipotesa

4.7.1 Analisis Regresi Berganda

Model regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih
variabel independen terhadap satu variabel dependen. Uji regresi linier berganda

dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 21.
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Tabel 4.13

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients?

Model Unstandardized Standardize t Sig.
Coefficients d
Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) .854 424 2.016 .047
Kualitas Layanan .380 .086 .400 4.404 .000
Pengetahuan .013 .099 .012 132 .895
1 Perpajakan
Sanksi Pajak .302 .093 .290| 3.252 .002
Perkembangan 122 101 .101 1.214 .228
Moral

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
(Sumber data diolah 2018)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai
berikut :

Y = 0,854+ 0,380 X1 + 0,013 X2 + 0,302 X3 + 0,122 X4
Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 0,854 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel
independen (kualitas layanan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan
perkembangan moral) diasumsikan tidak mengalami perubahan
(konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 0,854
satuan

2. Koefisien variabel kualitas layanan (X1) sebesar 0,380 berarti setiap
kenaikan variabel kualitas layanan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan
wajib pajak akan naik sebesar 0,380 satuan dengan asumsi variabel lain

tidak mengalami perubahan atau konstan.

56



3. Koefisien variabel pengetahuan perpajakan (X2) sebesar 0,013 berarti
setiap kenaikan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1 satuan, maka
kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,013 satuan dengan asumsi
variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

4. Koefisien variabel sanksi pajak (X3) sebesar 0,302 berarti setiap
kenaikan variabel sanksi pajak sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib
pajak akan naik sebesar 0,302 satuan dengan asumsi variabel lain tidak
mengalami perubahan atau konstan.

5. Koefisien variabel perkembangan moral (X4) sebesar 0,122 berarti
setiap kenaikan variabel perkembangan moral sebesar 1 satuan, maka
kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,122 satuan dengan asumsi

variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

472 Ujit

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Uji t
dilakukan menggunakan aplikasi SPSS Statistic 21. Berdasarkan tabel 4.13 dapat
dijelaskan hipotesa penelitian ini sebagai berikut:
1) Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil dari pengujian hipotesis pertama adalah kualitas layanan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengaruh
kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifkan
kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0,000. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,380

juga mendukung bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap
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2)

kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian hipotesis pertama
terdukung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Widiastuti dan
Laksito (2014) dan Veronica (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas
pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
artinya semakin maksimal pelayanan yang diberikan maka semakin banyak
wajib pajak yang membayar pajaknya. Setiap wajib pajak akan merasa puas
apabila mendapatkan pelayanan yang baik oleh petugas pajak dan fasilitas
yang memadai. Pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan pada wajib
pajak saat berada di KPP. Semakin baik kualitas pelayanan pajak, maka

semakin tinggi kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis kedua adalah pengetahuan perpajakan tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengaruh
pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai
signifkan lebih dari 0.05 yaitu sebesar 0,895. Dengan demikian, hipotesis
kedua tidak terdukung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian
Andinata (2015) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pendidikan yang didapatkan tidak menjamin seseorang akan lebih

menyadari akan kepatuhan Wajib Pajak. Dirjen Pajak harus lebih
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3)

meningkatkan dan menggali lagi tentang pengetahuan peraturan pajak kepada

wajib pajak agar mereka lebih paham tentang pengetahuan perpajakan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga adalah sanksi pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak, hipotesis ketiga terdukung. Hal ini
dikarenakan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki
nilai signifkan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0,002. Nilai koefisien yang
positif sebesar 0,302 juga mendukung bahwa sanksi pajak berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian
Pranata & Setiawan (2015) dan Sanjaya (2014) yang menunjukkan bahwa
sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak sebagai salah satu alat penjamin bahwa ketentuan peraturan
undang-undang, akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan
alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah
ditetapkan. Sanksi perpajakan menjadi pencegahan agar peraturan perpajakan
yang berlaku dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak (Mardiasmo,
2011). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan
wajib pajak. Maka dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak akan lebih

mematuhi untuk membayar kewajiban perpajakannya.
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4) Pengaruh Perkembangan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis keempat adalah perkembangan moral tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis
keempat tidak terdukung. Hal ini dikarenakan pengaruh perkembangan
moral terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifkan lebih dari 0.05
yaitu sebesar 0,228. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rest (1999).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel tingkat perkembangan moral
menunjukkan hasil yang tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak. Pemahaman moral yang dimiliki wajib pajak belum
menentukan tindakan wajib pajak terutama dalam hal membayar pajak

dikarenakan pemahaman moral yang dimiliki setiap wajib pajak berbeda-beda.
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BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Simpulan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun faktor-faktor yang
diuji antara lain kualitas layanan, pengetahuan, sanksi dan perkembangan moral.
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan
sanksi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan
pengetahuan dan perkembangan moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang dihadapi peneliti antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan berupa kuisioner
sehingga ada kemungkinan responden tidak bersungguh-sungguh dengan
berbagai alasan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa beberapa responden
tidak mengetahui maksud beberapa pertanyaan yang ada di Kkuisioner
penelitian.

2. Peneliti ini mengambil sampel responden wajib pajak yang terdaftar di
KPP Pratama Kebumen sehingga hasil dari penelitian ini hanya dapat

mewakili daerah Kebumen.
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5.3 Saran

Saran yang diberikan peneliti berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan

dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan tambahan metode
selain kuisioner agar memperoleh hasil yang lebih objektif, misalnya
melalui wawancara.

2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengembangkan model ini
dengan mempertimbangkan variabel potensial lain yang belum digunakan

dalam penelitian ini.
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LAMPIRAN 1

Kuisioner Penelitian

Yogyakarta, 18 Mei 2018

Perihal : Permohonan pengisian kuisioner
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya mahasiswi program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Indonesia, sedang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas
Layanan, Pengetahuan, Sanksi, dan Tingkat Perkembangan Moral terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Sebagai syarat untuk menyelesaikan
studi jenjang Starta 1 (S1).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh kualitas
layanan, pengetahuan, sanksi, dan tingkat perkembangan moral terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Saya berharap Bapak/lbu/Sdr/i  dapat
meluangkan waktu sedikit untuk dapat mengisi kuisioner ini. Data yang di isi
dalam kuisiner ini hanya untuk kepentingan akademik dan bersifat rahasia
sehingga tidak akan dilaporkan ke pihak manapun. Atas partisipasi
Bapak/Ibu/Sdr/i saya mengucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Ratna Kumala D.
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Kuisiner ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang telah

memiliki penghasilan dan yang telah memiliki NPWP. Untuk menciptakan hasil
yang maksimal, diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menjawab pertanyaan
dengan jujur.

Petunjuk : Berilah tanda centang (v) sesuai dengan data pribadi anda.

1. Nama Responden :

. Jenis kelamin

O Pria O Wanita

. Usia

O <25 th O24-35th [0O36-45th DO46-55th  O>55th

. Tingkat Pendidikan Terakhir

O SMA O D3 0O s1 0 s2 O S3

. Penghasilan per Bulan

O<2jt O21jt-4jt O 4,1jt— 6t O 6,1jt— 8t

Berilah tanda centang (v') pada jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i pilih di lembar
jawaban yang telah disediakan. Pilihlah yang sesuai dengan pendapat
Bapak/Ibu/Sdr/I yang sebenarnya.

Poin penilaian :

Sangat Tidak Setuju (STS)

Tidak Setuju (TS)

1
2
Setuju (S) .3
4

Sangat Setuju (SS)

Bagian |
No Pernyataan STS | TS S SS
1 | Saya sudah melakukan pembayaran pajak tepat

waktu/sebelum jatuh tempo

Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak

Saya tidak pernah dijatuhi sanksi apapun
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Saya telah melakukan pengisian formulir dengan
jelas dan benar

Saya melakukan pembayaran pajak sesaui dengan
kewajiban

Saya selalu membayar pajak dengan tepat jumlah

Saya menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib
pajak

Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak
apabila petugas membutuhkan informasi

Saya bersikap kooperatif dengan petugas dalam
pelaksanaan proses dalam perpajakan

Bagian 11

No

Pernyataan

STS

TS

SS

1

Pegawai pajak memberikan pelayanan
professional

Pegawai pajak memberikan informasi yang
dibutuhkan wajib pajak orang pribadi

Pegawai pajak menyampaikan informasi dengan
bahasa yang mudah dimengerti

D

Saran dan prasarana kantor pajak sudah memadai.

Prosedur administrasi pelayanan pajak mudah dan

tidak berbelit-belit.

Bagian I11

No

Pernyataan

STS

TS

SS

1

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak dapat
diperoleh dari media massa (televisi dan radio)
reklame, spanduk, dan media cetak lainnya)

Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang
digunakan untuk membiayai pembangunan
negara dan sarana umum bagi masyarakat

Saya mengetahui bagaimana cara mengisi SPT
dengan benar, dan membayar pajak dengan benar

Saya mengetahui bagaimana cara menghitung
jumlah pajak yang saya tanggung

Saya telah mengetahui bahwa dalam Undang-
Undang perpajakan, bagi wajib pajak yang
terlambat atau tidak membayar pajak dapat
diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi
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pidana (penjara).
6 Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi
pelanggaran maka akan dikenakan sanksi
7 Saya tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dari pajak yang saya bayarkan.
Bagian IV
No Pernyataan STS | TS SS
1 Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta
kedisiplinan wajib pajak dalam menjalankan
kewajiban perpajakan
2 Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas
kepada semua wajib pajak yang melakukan
pelanggaran
3 | Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus
sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang
sudah dilakukan
4 Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Bagian V

Bacalah kasus berikut ini dan jawablah pertanyaan sesuai dengan pendapat
Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah tersedia mengenai kasus tersebut .

Desa kecil di NTT mengalami kelangkaan makanan sebelumnya, tapi
kelaparan tahun ini lebih buruk dari sebelumnya. Beberapa keluarga bahkan
mencoba untuk makan putak (pakan ternak). Keluarga Adhikari hampir kehabisan
bahan makanan. Dia mendengar bahwa orang kaya yang ada didesanya memiliki
persedian makanan yang disimpan jauh hari sebelumnya dan melakukan
penimbunan makanan sehingga ia bisa menjual makanan tersebut dengan
keuntungan yang besar. Adhikari putus asa dan berpikir akan mencuri beberapa
makanan dari orang kaya tersebut. Wahyu kuncoro beranggapan bahwa dia hanya
mencuri dengan jumlah yang sedikit sesuai dengan kebutuhan keluarganya
sehingga tidak akan ketahuan oleh orang kaya tersebut.

No Pertanyaan STS | TS SS
1 Setujukah anda dengan aksi mencurinya Adhikari

untuk memenuhi kebutuhan makanan

keluarganya?
2 Adhikari terlalu berani mengambil risiko jika

tertangkap karena mencuri
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Menurut anda wajarkah bagi seorang ayah untuk
melakukan tindakan mencuri dikarenakan ayah
sangat peduli pada keluarganya?

Adhikari harus mendapatkan hukuman akibat dari
perbuatan mencurinya

Setujukah anda dengan tindakan orang kaya
tersebut yang menyimpan makanan, sedangkan
orang lain kelaparan

Menurut anda apakah perbuatan yang dilakukan
Adhikari wajar karena alasan kekurangan makanan
sehingga hampir kelaparan?

Setujukah anda jika persediaan makanan yang
ditimbun oleh orang kaya tersebut layak untuk
dicuri karena serakah?

Setujukan anda jika pemerintah membiarkan orang
kaya mengeksploitasi orang miskin?

Setujukah anda jika perbuatan mencuri yang
dilakukan Adhikari akan membawa banyak
kebaikan untuk orang kesusahan?
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Lampiran 2

Tabulasi Data

Kepatuhan Wajib Pajak ()

Y

3.22
3.78
2.78

3.11
3.33

3.78

3.67

3.33

3.33
3.89
3.11
3.67

3.22
3.89

3.67
2.89
3.11
1.78
3.22
3.89
3.11
3.11
3.78
2.78

3.33

YL Y2 Y3 |Y4|Y5]Y6|Y7[Y8B|Y9

No
resp.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

33
34

35
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3.33
3.78
3.67
3.56
3.78
3.89

3.89
3.44

2.78

3.33
3.22
3.11
3.11
3.22

3.11

2.67

3.78
3.11

3.89
3.89
3.33

3.33

3.44
3.22

2.78

36
37
38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62

63
64

65

66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76

74



3.33
3.22
3.11
3.11
3.22

3.11

2.67

3.78
3.11

3.89
3.89
3.33

3.33

3.44
3.22

77
78
79
80
81

82

83
84
85
86
87

88
89
90
91

92

93
94
95
96
97
98
99
100

Kualitas Layanan (X1)

2.8

3.4

3.4
3.2

3.8

NO

RESP. | X1.1 | X1.2 | X1.3 | X14 | X1.5| X1

10
11
12
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2.4

3.8
3.4

3.8

2.4

14
3.2

3.6

2.2
2.4

2.6
3.6
3.6

2.6

2.8
3.4

2.6

2.8

2.6

3.6

3.4

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

33
34
35

36

37

38

39

40
41

42

43
44
45

46

47

48

49

50
51

52

53

76



3.4
3.4

3.6

3.4

3.8

3.6

3.2

3.6

3.4
3.4

2.6

3.4

3.4

3.4
3.2

3.4

54
55
56
S7

58

59

60
61

62

63
64

65
66
67

68
69

70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83
84
85

86
87

88
89

90
91

92

93
94
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2.4
3.4
3.8

95
96
97

98
99
100

Pengetahuan Perpajakan (X2)

X2

2.86

3.14
3.43

3.29
3.14
3.57
2.86
2.86
2.71
2.71
3.43

3.29

2.43
3.43
1.86

3.29

3.29

2.86
1.43
2.29

X2.7

X2.6

X2.5

X2.4

X2.3

X2.2

X2.1

NO
RESP.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
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3.14
2.71
2.86
3.14
3.71
3.14
2.71

3.43
2.86

3.29

3.29
3.29

3.57

3.29
2.86

2.86
2.86
3.14

2.86
3.86
2.86
3.14

3.43

2.57
3.57

3.43

33
34
35

36

37

38

39

40
41

42

43
44
45

46

47

48
49

50
51

52

53
54
55
56

57

58
59

60
61

62

63
64

65
66
67

68
69

70
71

72
73
74
75
76

79



2.86

3.29

3.43
2.86

2.86

3.14
3.43

3.29
3.14
3.57

77
78
79
80
81

82

83
84

85
86
87

88
89

90
91

92

93
94
95
96
97
98
99
100

Sanksi Pajak (X3)

X3

3.5

3.25

3.25

X3.
4

X3.
3

2

1

NO

RES | X3. | X3.

P.

10
11
12
13
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3.25
3.25
3.75

3.25

3.5

3.75
2.25
3.25

3.25
3.5

3.25
29

3.5

3.75
3.25
3.25

3.25
3.75

3.25

3.5

3.25

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
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3.25

3.75

3.5

3.75

3.75

3.5

3.25

3.5

3.25

3.25

3.75

55
56
57

58
59
60
61

62

63
64

65

66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
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3.5

96
97
98
99

100

Tingkat Perkembangan Moral (X4)

X4

2.22
2.11
1.89

2.11
2.22
1.78
2.22
3.11

1.67
1.78
2.44

1.33
1.78
2.78

2.33

1.78
2.78
2.67

2.22
2.33
1.33
2.33
1.78
1.89
2.22

X4.7 | X4.8 | X4.9

X4.1 | X4.2 | X4.3 | X4.4 | X4.5 | X4.6

No

Resp.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
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2.22
1.67
2.22
2.22
2.44
1.44

2.11
1.89

3.11

2.22
1.33
1.56
2.22
2.33

2.11
2.11
2.56
2.22
2.22

2.11
1.56
2.11

1.78
1.78
1.78
1.78
2.44
2.22
2.11
2.22
2.22

1.89
1.89
1.67

32

33
34

35

36
37

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72

84



1.89

2.22
1.33
1.56
2.22
2.33

2.11
2.11
2.56
2.22
2.22

2.11
1.56
2.11

1.33
1.78
1.78
1.78
2.44
2.22
2.11
2.22
2.22

73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85

86
87

88
89
90
91

92

93
94

95

96
97

98
99

100
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Lampiran 3

Hasil Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum | Maximum Mean Std. Deviation
Kualitas Layanan 100 1.40 4.00 3.1060 44627
Pengetahuan Perpajakan 100 1.43 4.00 3.0586 37720
Sanksi Pajak 100 2.25 4.00 3.3350 40704
Perkembangan Moral 100 1.33 3.11 2.0633 .35181
Kepatuhan Wajib Pajak 100 1.78 4.00 3.3322 42332
Valid N (listwise) 100
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Lampiran 4

Rangkuman Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil Uji Validitas

Corrected
Variabel Item Item-Total | r-tabel Keterangan

Correlation

X1.1 0.834 0,195 Valid

X1.2 0.848 0,195 Valid

kualityas layanan (X1) X1.3 0.851 0,195 Valid

X1.4 0.757 0,195 Valid

X1.5 0.807 0,195 Valid

X2.1 0.483 0,195 Valid

X2.2 0.640 0,195 Valid

. X2.3 0.662 0,195 Valid

pengetahuan perpajakan X2.4 0.720 0,195 Valid

*2) X2.5 0.757 | 0,195 Valid

X2.6 0.776 0,195 Valid

X2.7 0.678 0,195 Valid

X3.1 0.837 0,195 Valid

sanksi pajak X3.2 0.811 0,195 Valid

(X3) X3.3 0.847 0,195 Valid

X3.4 0.798 0,195 Valid

X4.1 0.612 0,195 Valid

X4.2 0.408 0,195 Valid

perkembangan moral X4.3 0.607 0,195 Valid

(X4) X4.4 0.343 0,195 Valid

X4.5 0.392 0,195 Valid

X4.6 0.699 0,195 Valid

X4.7 0.739 0,195 Valid

X4.8 0.617 0,195 Valid

X4.9 0.729 0,195 Valid

kepatuhan wajib pajak (Y) Y1 0.766 0,195 Valid

Y2 0.737 0,195 Valid

Y3 0.826 0,195 Valid

Y4 0.708 0,195 Valid

Y5 0.665 0,195 Valid

Y6 0.761 0,195 Valid

Y7 0.810 0,195 Valid

Y8 0.737 0,195 Valid

Y9 0.796 0,195 Valid
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Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan
kualityas layanan (X1) 0,878 Reliabel
pengetahuan perpajakan(X2) 0,798 Reliabel
sanksi pajak(X3) 0,841 Reliabel
perkembangan moral(X4) 0,715 Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak () 0,901 Reliabel

Lampiran 5

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 100
Normal Parameters®? Mean 10000000
Std. Deviation 34271687

Absolute 101

Most Extreme Differences Positive 101
Negative -.058

Kolmogorov-Smirnov Z 1.011
Asymp. Sig. (2-tailed) .259

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
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Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients?

Model Unstandardized | Standa | t Sig. | Collinearity Statistics
Coefficients rdized
Coeffici
ents
B Std. Beta Toleran VIF
Error ce
(Constant) .854 424 201| .04
6 7
Kualitas Layanan .380 .086 400| 4.40( .00 .835 1.197
4 0
1 Pengetahuan .013 .099 .012| .132| .89 .894 1.118
Perpajakan 5
Sanksi Pajak .302 .093 .290| 3.25| .00 .865 1.155
2 2
Perkembangan 122 .101 101 1.21( .22 .987 1.013
Moral 4 8
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients?
Model Unstandardized Standardiz T Sig.
Coefficients ed
Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 199 .242 .823 413
Kualitas Layanan -.063 .049 -.140| -1.279 .204
Pengetahuan .047 .056 .089 .842 402
1 Perpajakan
Sanksi Pajak .081 .053 .163 1.519 132
Perkembangan -.069 .058 -.120| -1.194 .235
Moral

a. Dependent Variable: ABS_RES
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Lampiran 6

Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Std. Error of the
Square Estimate
1 .5872 .345 317 .34986

a. Predictors: (Constant), Perkembangan Moral , Sanksi Pajak,

Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Layanan

Lampiran 7

Coefficients?

Analisis Regresi Berganda

Model Unstandardized Standardize t Sig.
Coefficients d
Coefficients
B Std. Error Beta
.854 424 2.016 .047
(Constant)
Kualitas Layanan .380 .086 400 4.404 .000
1 Pengetahuan .013 .099 .012 132 .895
Perpajakan
Sanksi Pajak .302 .093 290 3.252 .002
Perkembangan Moral 122 101 101 1.214 .228

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
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